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MOTTO 
 
 
”Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al Isra’ : 32) 
 
”Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta 
mereka dengan memberikan surga untuk mereka, mereka berperang pada jalan 
Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh.(Itu telah menjadi) janji yang benar 
dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih 
menepati janjinya (selain) dari pada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli 
yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar” (QS. At 
Tawbah : 111) 
 
”Pemimpin besar tidak lahir dari orang-orang yang besar, mereka terlahir 
karena memiliki jiwa-jiwa yang besar” (Penulis) 
 
”Allah SWT contohkan pelangi yang muncul setelah hujan reda dan langit 
kembali tercerahkan. Istiqomahlah, karena big dream akan segera tewujud jika 
kita ikhlaskan diri terguyur ujian-ujian” (Penulis) 
 
”Seorang pemimpin tidak pernah berhenti belajar, sebab berhenti belajar hanya 
menghasilkan orang yang merasa sempurna” (Penulis) 
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ABSTRAK 
 
MEI IRMA MAWADATI, E0003230, IMPLEMENTASI PEMIDANAAN 
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH HAKIM 
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2007. 
 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemidanaan 
terhadap pelaku tindak pidana perzinahan oleh hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau sosiologis yang 
bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang terdapat dalam masyarakat dengan 
maksud untuk mengetahui data yang seteliti mungkin, dalam penelitian ini penulis 
akan mendeskripsikan secara lengkap, obyektif, dan menyeluruh mengenai obyek 
penelitian yaitu implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 
perzinahan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemidanaan terhadap 
pelaku tindak pidana perzinahan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta ternyata  
hakim menjatuhkan pidana masih sangat ringan atau tidak sesuai seperti yang 
diancamkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yang mana perbuatan para terdakwa 
terbukti sah menurut hukum dan keyakinan hakim. Setelah memperhatikan fakta-
fakta hukum yang ada di persidangan, keterangan saksi, alat bukti surat, barang 
bukti, dan keterangan terdakwa, hal-hal yang memberatkan para terdakwa lebih 
banyak dibandingkan dengan hal-hal yang meringankan. 
Sinkronisasi atau persesuaian antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perzinahan, hakim 
menjatuhkan putusan kepada para terdakwa ternyata sinkron atau sesuai dengan 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim terkesan mengikuti tuntutan Jaksa 
Penuntut Umun dan kurang berani untuk menjatuhkan pidana maksimum kepada 
para terdakwa padahal perbuatan para terdakwa terbukti sah menurut hukum dan 
keyakinan hakim. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan masyarakat modern dan perkembangan teknologi yang 
pesat banyak mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat kita, 
sehingga perlulah hukum menyerasikan diri dengan perkembangan yang 
terjadi. Delik-delik khusus dalam masyarakat tentu akan beraneka ragam 
sesuai dengan proses modernisasi yang tengah berlangsung, karena dalam 
modernisasi tidak hanya benda yang mengalami perubahan dan kemajuan, 
melainkan juga tata nilai, sikap, dan tingkah laku. Hubungan masyarakat yang 
sedang mengalami modernisasi dengan berbagai delik dalam KUHP yang 
memerlukan perhatian tersendiri mengingat perubahan pandangan, sikap, dan 
nilai-nilai masyarakat. 
Manusia diciptakan oleh Tuhan diatas muka bumi ini dengan 
berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang diikat dalam sebuah ikatan 
suci yang dinamakan perkawinan, dan ikatan suci ini dikukuhkan atau 
dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan untuk mendapatkan keabsahan 
dan kekuatan hukum atas perkawinan tersebut. Pengertian perkawinan itu 
sendiri menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 
sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak 
hanya penyatuan dua pribadi yang berbeda, namun lebih dari itu terkait 
hubungan kekerabatan kedua belah pihak bahkan juga lingkungan masyarakat 
sekitarnya. Ikatan dan tujuan perkawinan akan langgeng dan tercapai apabila 
kedua belah pihak saling bahu-membahu untuk mewujudkannya. Di dalam 
perjalanan perkawinan tidaklah selalu mulus. Ikatan suci dan tujuan 
perkawinan yang mulia dapat luntur dan tidak tercapai karena penghianatan 
perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya 
1 
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dengan melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan orang lain atau 
pihak ketiga. 
Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang 
erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan. Dalam 
pandangan barat yang individualistik-liberalistik, hak-hak dan kebebasan 
individu (termasuk di bidang seksual atau moral) sangat menonjol dan 
dijunjung tinggi sepanjang hak seksual atau moral itu bersifat individual, 
bebas, dan tanpa paksaan, hal demikian dipandang wajar dan tidak tercela. 
Oleh karena itu wajar kalau perzinahan dan lembaga perkawinan dipandang 
bersifat pribadi (privat). Dalam struktur sosial masyarakat yang lebih bersifat 
kekeluargaan, kolektivitas, dan monodualistik, masalah perzinahan bukan 
semata-mata masalah privat dan kebebasan individu tetapi terkait pula nilai-
nilai dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan keluarga, kaum, dan 
lingkungan (Barda Nawawi A, 2002: 256). 
Tujuan hukum pidana adalah pencegahan tindak pidana dalam arti 
pencegahan khusus (speciale preventie) maupun pencegahan umum (generale 
preventie). Tujuan dilarangnya perzinahan adalah kesucian lembaga 
perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain mencegah hidup 
suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor yang 
membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan “main hakim sendiri” 
sebagai akibat dari adanya perzinahan. Memberi peluang lebih besar 
terjadinya perzinahan berarti memberi peluang pula tumbuh suburnya dunia 
pelacuran, ini sesuai dengan hukum ekonomi, semakin banyak permintaan 
atau kebutuhan, samakin banyak penawaran, semakin subur usaha pelacuran 
berarti semakin besar peluang menyebarnya penyakit kotor (antara lain AIDS, 
Civilis, dan lain-lain) (Barda Nawawi A, 2002: 256) 
Dalam menegakkan hukum pidana, hakim dalam memberikan putusan 
tidak akan terlepas dari suatu lembaga yang disebut lembaga pengadilan yang 
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh hakim. Dalam melaksanakan tugas 
hakim harus bebas dari pengaruh apapun serta campur tangan dari pihak 
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manapun, sehingga hakim dapat bersikap adil dalam memberikan putusan. 
Sehubungan dengan putusan, hakim tidak dapat dipengaruhi oleh pihak 
manapun, disini kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas 
melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggungjawab untuk menciptakan 
hukun yang sesuai dengan pancasila dan perasaan keadilan masyarakat 
(Wahyu Affandi, 1981: 20) 
Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu akan memeriksa 
para pihak maupun alat-alat bukti. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-
alat bukti yang sah adalah : 
a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 
Penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim timbul karena 
adanya pelanggaran peraturan oleh seseorang atau lebih dalam masyarakat 
dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran. Terhadap para pelaku hakim masih 
menjatuhkan sanksi yang dianggap tidak sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukan.  Bentuk-bentuk sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP 
terdiri dari 2, yaitu : 
a. Pidana pokok : 
1. pidana mati 
2. pidana penjara 
3. kurungan 
4. denda 
b. Pidana tambahan : 
1. pencabutan hak-hak tertentu 
2. perampasan barang-barang tertentu 
3. pengumuman putusan hakim 
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Pengaturan mengenai tindak pidana perzinahan diatur dalam Kitab 
Undang Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 284. Perzinahan merupakan delik 
aduan absolut atau mutlak yang pelakunya baru akan dijerat hukum apabila 
ada pengaduan dari suami atau isteri dari pezinah. 
Hakim terkadang dalam menjatuhkan pidana ada juga yang tidak sesuai 
dengan peraturan yang telah diatur didalam KUHP. Sehingga pemidanan 
terhadap pelaku perzinahan dirasa belum adil. Sama halnya dengan tiada 
keserasian antara keadilan dan kepastian hukum menyebabkan masyarakat 
bimbang dalam menilai hukum sehingga membawa pengaruh kepada 
pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap 
hukum hanya akan berjalan dengan baik apabila penegakan hukum mampu 
menunjukkan kewibawaannya dengan jalan lebih menghayati pengertian 
hukum sebagai alat untuk menunjang terciptanya tertib hukum (Wahyu 
Affandi, 1981: 6) 
Perzinahan dan hubungan seksual memang bersifat pribadi, tetapi 
dampak moral, dampak psikologis, dampak kriminogen, dan dampak 
sosialnya yang negatif, jelas bukan masalah pribadi lagi tetapi sudah 
menyangkut kepentingan umum. Salah satu dampak kriminogen lainnya ialah 
perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat sampingan tidak terselesaikannya 
masalah atau akibat yang timbul dari perzinahan ini. Masalah pelaksanaan 
pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seharusnya disesuaikan dengan 
kejahatan yang telah dilakukan tetapi tidak menyimpang dari koridor hukum 
yang ada serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum 
dalam masyarakat. Sehingga tujuan murni dari hukum pidana yaitu 
memberikan efek jera kepada pelaku dapat terpenuhi. 
Dari uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan mengambil judul: 
“IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK 
PIDANA PERZINAHAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI 
SURAKARTA ” 
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B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang jelas, dapat menghindari pengumpulan data 
yang tidak diperlukan oleh peneliti, sehingga penelitian akan lebih terfokus 
dan terarah pada tujuan yang hendak dicapai. Perumusan masalah dapat 
memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, menyusun data, dan 
menganalisisnya sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara mendalam 
sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan latar belakang 
masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.  Bagaimanakah implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 
perzinahan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta ? 
2. Bagaimanakah sinkronisasi atau persesuaian antara tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak  pidana 
perzinahan ini ? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dimana berbagai data dan 
informasi dikumpulkan, dirangkai, dan dianalisis yang bertujuan untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan dalam rangka pemecahan masalah-
masalah yang dihadapi (Soerjono Soekanto , 2006: 2)  
Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai solusi 
atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi 
kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak 
pidana perzinahan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 
b. Untuk mengetahui sinkronisasi atau persesuaian antara tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana 
perzinahan. 
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2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan penulis serta untuk 
mengetahui kesesuaian antara teori di dalam perkuliahan dengan 
praktek di lapangan. 
b. Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran baik itu 
kepada Pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas 
pada umumnya dalam bidang ilmu hukum. 
c. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 
hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 
diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam 
penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
a.  Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 
disiplin ilmu hukum acara pidana dan hukum pidana, khususnya 
berkaitan dengan masalah implementasi pemidanaan terhadap pelaku 
tindak pidana perzinahan oleh hakim. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 
pengetahuan dan wawasan serta menambah literatur atau bahan-bahan 
ilmiah di bidang hukum. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis  yang akan membentuk 
pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengukur sejauh mana 
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
b. Hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan masukan serta 
tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah 
tindak pidana perzinahan. 
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E. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kajian ilmiah yang berusaha untuk 
memecahkan masalah secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu. 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1.  Jenis Penelitian 
     Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke 
lapangan, dengan meneliti langsung ke lapangan maka akan didapat data 
yang nyata atau faktual. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan 
Negeri Surakarta. 
 
2. Sifat Penelitian 
      Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk menggambarkan obyek yang diteliti secara lengkap 
atau sedetail mungkin kemudian memaparkan dan menjelaskan 
implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan oleh 
hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 
3. Pendekatan Penelitian 
      Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang 
menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan tidak menggunakan angka tetapi 
berupa kata-kata, gambar, serta informasi yang terjadi secara alamiah, apa 
adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan 
kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami yang menuntut 
keterlibatan peneliti secara langsung ke lapangan ( HB Sutopo, 2002: 17) 
4. Jenis Data  
a. Data Primer 
 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data 
primer ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung ke responden 
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yaitu hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang pernah menangani dan 
memutus perkara Pelaku tindak pidana perzinahan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain 
meliputi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen 
resmi, hasil penelitian terdahulu dan sumber tertulis lainnya yang sesuai 
dengan masalah yang diteliti. 
5. Sumber Data  
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer diperoleh dari lapangan yang memberikan informasi 
secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan obyek 
penelitian dan sumber-sumber yang berada di lapangan ini adalah 
keterangan dari para pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti mengenai pelaksanaan dan hambatan-hambatan dalam proses 
pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan putusan 
terkait pelaku tindak pidana perzinahan. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta-
fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan  dokumen 
putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah ini, buku-buku, 
laporan, arsip, literatur dan hasil penelitian lainnya. Sumber data 
sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu : 
1)  Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas KUHP, 
KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang lain. 
2)  Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini 
yaitu terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, 
jurnal-jurnal hukum dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok 
bahasan. 
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3)  Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu 
kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
 
 6.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Wawancara 
Metode ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara 
mengadakan komunikasi secara langsung guna memperolah data yang 
diperlukan. Wawancara ini akan penulis lakukan dengan hakim yang 
menangani dan membuat putusan terhadap pelaku tindak pidana 
perzinahan di Pengadilan Negeri Surakarta 
b. Studi Kepustakaan 
Pada metode ini penulis menggunakan bahan-bahan pustaka dengan 
membaca dan mempelajari buku-buku literatur, pemaparan narasumber, 
peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian lainnya. 
  
7.  Teknik Analisis Data  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan 
model analisis interaktif (Interaktif Model Of Analisys), yaitu data yang 
dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, Yaitu : 
      a. Reduksi Data 
Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat 
fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan 
dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai 
laporan akhir penelitian selesai.  
b. Penyajian Data 
Sekumpulan informasi yang tersusun dalam satu kesatuan bentuk yang 
disederhanakan. 
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      c. Menarik Kesimpulan 
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan 
melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, 
konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya 
menarik kesimpulan (HB Sutopo, 2002: 37)  
Model Analisis Interaktif dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
Analisis Data 
Dengan model analisis ini maka penulis akan bergerak diantara empat 
sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak-balik 
diantara kegiatan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan 
selama sisa waktu penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan Data 
Menarik Kesimpulan 
Reduksi Data Penyajian Data 
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 F. Sistematika Penulisan Hukum 
Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Dalam Bab ini penulis mengemukakan mengenai latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan hukum 
 BAB  II   TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam Bab ini penulis mengemukakan mengenai dua hal yaitu, 
pertama adalah kerangka teori yang berisi tinjauan umum 
tentang acara pemeriksaan perkara pidana pada Pengadilan 
Negeri, tinjauan umum tentang alat bukti dan kekuatan 
pembuktian, tinjauan umum tentang putusan hakim dan 
tinjauan umum tentang tindak pidana perzinahan dan kedua 
adalah kerangka pemikiran. 
 BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam Bab ini merupakan hasil penjelasan dari penelitian yang 
diperoleh di lapangan dan pembahasan tentang implementasi 
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan oleh 
hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan hambatan-hambatan 
dalam pelaksanaan proses pemidanaan terhadap pelaku tindak 
pidana perzinahan. 
BAB IV    PENUTUP 
Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
  1. Tinjauan Umum Tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Pada 
Pengadilan Negeri 
Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan mengandung 
pengertian bahwa perkara yang disidangkan itu adalah perkara yang 
melanggar hukum sehingga bagi si pelanggar dapat dijatuhi hukuman 
pidana. Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka 
sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara 
mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jenis-jenis acara 
pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri, yaitu : 
a. Acara Pemeriksaan Biasa 
Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai dengan 
Pasal 202 KUHAP. Di dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang 
dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang 
ditentukan undang-undang, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, 
dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Demikian juga 
mengenai pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan berpedoman 
kepada ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Perkara tindak 
pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah 
pembuktiannya yang memerlukan ketelitian biasanya diperiksa dengan 
acara biasa, sedangkan perkara yang ancaman hukumannya ringan serta 
pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan acara 
singkat. 
Ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingannya acara 
pemeriksaan biasa yang paling utama dan paling luas pengaturannya, hal 
ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa 
inilah pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan berat, pada 
12 
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ketentuan-ketentuan yang di atur dalam pasal-pasal acara pemeriksaan 
biasa (M.Yahya Harahap, 2002: 109). 
b. Acara Pemeriksaan Singkat 
Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 dan 204 KUHAP. 
Di dalam acara pemeriksaan singkat pada prinsipnya sama dengan acara 
pemeriksaan biasa, akan tetapi dalam pemeriksaan singkat ini 
pembuktian dan penerapan hukum mudah dan sifatnya sederhana. 
Perbedaan dengan acara pemeriksaan biasa, pada acara pemeriksaan 
singkat, penuntut umum tidak perlu membuat surat dakwaan, cukup jika 
penuntut umum memberitahukan alasannya secara lisan tentang tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa (Andi Hamzah, 2002: 310) 
c. Acara Pemeriksaan Cepat 
Acara pemeriksaan cepat di atur dalam Pasal 205 sampai dengan 
Pasal 216 KUHAP. Acara pemeriksaan cepat diperinci menjadi dua, 
yaitu : 
1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 sampai dengan 
Pasal 210 KUHAP). 
Tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan 
undang-undang tidak menjelaskan, akan tetapi undang-undang 
menentukan patokan dari segi ancaman pidananya. Ancaman pidana 
yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, 
di atur dalam Pasal 205 ayat (1), yaitu : 
a) Tindak pidana yang ancaman pidananya “ paling lama 3 bulan ” 
penjara atau kurungan 
b)  Atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00, dan 
c) “Penghinaan ringan” yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP. 
Ini merupakan pengecualian dari ketentuan yang disebut di atas 
karena ancaman hukum pidana yang dirumuskan dalam Pasal 
315 KUHP paling lama 4 bulan. 
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2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. 
Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan ini di 
atur dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP. Perkara lalu 
lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap pelanggaran peraturan 
perundang-undangan lalu lintas jalan. 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian 
Menurut Pasal 184  ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah: 
 a. Keterangan saksi 
Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali yang 
tercantum dalam Pasal 168, Pasal 170 dan Pasal 171 KUHAP. 
1) Syarat sahnya keterangan saksi 
Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam 
perkara  pidana. Keterangan seorang saksi dapat dianggap sah 
sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila 
memenuhi syarat-syarat : 
a) Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) 
KUHAP) 
b) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana tentang apa 
yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta 
menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 
KUHAP). 
c)  Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (Pasal 185 
ayat (2) KUHAP). 
 d) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, paling 
sedikit dua orang saksi dan kesaksian tunggal harus ditambah 
dengan satu alat bukti lain (Pasal 185 ayat (2) KUHAP). 
 e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Keterangan 
beberapa saksi dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah 
apabila ada hubungannya atau persesuaian antara saksi satu 
dengan saksi yang lain (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). 
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2) Cara menilai kebenaran saksi ( Pasal 185 ayat (6) KUHAP ) yaitu : 
a) Persesuaian antara keterangan saksi. 
b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain. 
c) Alasan saksi memberikan alasan tertentu. 
3) Nilai kekuatan pembuktian 
a) Tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hakim 
mempunyai kebebasan untuk menilai. 
b) Alat bukti keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan 
pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan 
alat bukti lain berupa saksi maupun keterangan ahli atau alibi. 
b. Keterangan Ahli 
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang 
pengadilan ( Pasal 186 KUHAP ). Keterangan ahli ialah keterangan yang 
diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya 
sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dan bentuk 
keterangan yang diberikan sesuai dengan keahlian khusus yang 
dimilikinya berbentuk keterangan “menurut pengetahuannya”. 
Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah bebas tergantung 
pada penilaian hakim. Hakim dalam mempergunakan wewenang 
kebebasannya dalam penilaian pembuktian, harus bertanggung jawab, atas 
landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegakmya 
hukum serta kepastian hukum (M.Yahya Harahap, 2002: 304). 
c. Alat bukti surat 
Alat bukti surat di atur dalam Pasal 187 KUHAP. Surat yang dapat 
dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat atas sumpah 
jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. 
Nilai kekuatan pembuktian alat bukti sumpah adalah bebas 
tergantung pada penilaian hakim. Kebenaran penilaian ini dapat ditinjau 
dari beberapa alasan yaitu dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan 
hakim maupun dari sudut batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya 
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ajaran pembuktian yang dianut hukum acara pidana pada dasarnya tidak 
mengenal alat bukti yang sempurna dan mengikat, kecuali bagi Negara 
yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif 
(M.Yahya Harahap, 2002: 312). 
d. Alat bukti petunjuk 
Pengertian mengenai alat bukti petunjuk tidak ada, supaya penerapan 
dan penilaian alat bukti petunjuk dapat digunakan oleh hakim 
sebagaimana mestinya maka hakim harus arif dan bijaksana serta harus 
lebih dahulu mengadakan pemeriksaan yang penuh kecermatan dan 
keseksamaan berdasarkan hati nurani. Peringatan yang digariskan dalam 
Pasal 188 ayat (3) KUHAP merupakan ajakan kepada hakim agar sedapat 
mungkin lebih baik menghindari menggunakan alat bukti petunjuk dalam 
penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Menurut pasal 188 ayat (20) 
KUHAP petunjuk ini dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan 
keterangan terdakwa. 
Nilai kekuatan pembuktian petunjuk adalah bebas tergantung pada 
penilaian hakim. 
e. Keterangan terdakwa 
Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa ialah apa 
yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia 
lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan 
terdakwa dapat berupa pengakuan atau pengingkaran yang dinyatakan di 
sidang pengadilan. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa keterangan 
terdakwa saja  tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus 
disertai dengan alat bukti lain. 
Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa adalah bebas 
tergantung pada penilaian hakim, harus memenuhi batas minimum 
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pembuktian dan harus memenuhi asas keyakinan hakim. Asas keyakinan 
hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya. 
      3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 
          a. Pengertian Putusan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan 
Pengertian dari putusan pengadilan terdapat dalam Pasal 1 butir 11 
KUHAP yang berisi bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim 
yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan 
atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 
menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. 
Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, 
maka ia mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan 
tuntutannya, setelah itu giliran terdakwa atau penasihat hukumnya  
membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, 
dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat 
giliran terakhir ( Pasal 182 ayat (1) KUHAP). Menurut ketentuan 
tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis 
dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada pihak yang 
berkepentingan. Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang 
menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan 
dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua 
sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau 
terdakwa atau penasihat hukumnya dengan memberikan alasannya. 
Setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan 
musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu 
musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, 
penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Selanjutnya 
di dalam Pasal 182 ayat (5) KUHAP menyatakan bahwa musyawarah 
tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari 
hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir 
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mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua 
pendapat harus disertai dengan pertimbangan dan alasannya. 
 Sedangkan dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur mengenai 
proses pengambilan putusan oleh hakim sedapat mungkin musyawarah 
hakim merupakan hasil permufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu 
telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka 
ditempuh dengan dua cara, yaitu : 
1) Putusan diambil dengan suara terbanyak 
2) Jika yang tersebut pada huruf 1 tidak juga dapat diperoleh putusan, 
maka yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan 
bagi terdakwa. 
Pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam buku himpunan 
putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku 
tersebut sifatnya rahasia (Pasal 182 ayat (7) KUHAP). Putusan 
Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga 
atau hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut 
umum, terdakwa, atau penasihat hukum (Pasal 184 ayat (8) KUHAP). 
Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala 
sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP). 
Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 
apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, putusan dinyatakan 
dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam KUHAP dan undang-undang 
lain menentukan lain, surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan 
panitera seketika setelah putusan itu diucapkan (Pasal 200 KUHAP). 
 
b. Isi Putusan 
Mengenai putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan mengenai   
suatu perkara, isi putusan bisa berbentuk sebagai berikut : 
1) Putusan Pemidanaan 
Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) 
KUHAP. Pengertian putusan pemidanaan terdapat dalam Pasal 193 
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ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “ Jika pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.  Putusan yang 
menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa tidak lain dari pada 
putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai 
dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang didakwakan. 
2) Putusan Bebas 
Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau 
dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukun (vrijspraak) atau 
acquittal. Dalam hal ini terdakwa diputus bebas, terdakwa 
dibebaskan dari tuntutan hukum dalam arti dibebaskan dari 
pemidanaan. Tegasnya terdakwa “ tidak dipidana ”. Putusan bebas 
diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika 
pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 
bebas”. Jadi putusan bebas hanya didasarkan pada penilaian hakim 
bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 
3)   Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum 
Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 
191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :” Jika pengadilan berpendapat 
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti itu 
tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas 
dari segala tuntutan hukum”. Putusan pelepasan berdasaran kriteria : 
a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara 
sah dan meyakinkan; 
b)  Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan 
yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. 
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Disini kita lihat hal yang melandasi putusan pelepasan terletak pada 
kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut “ 
tidak merupakan tindak pidana ” tetapi termasuk ruang lingkup 
hukum perdata atau hukum adat. 
 
4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan 
 a. Pengertian Tindak Pidana  
 Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit” terdiri dari 3 kata, yakni 
“straf” yang berarti pidana atau hukum, “baar” yang artinya dapat atau 
boleh, dan “feit” yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. Dalam istilah diatas, Moeljatno seperti dikutip oleh Adami 
Chazawi menggunakan istilah perbuatan pidana yang di definisikan 
sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa 
yang melanggar larangan tersebut” (Adami Chazawi, 2002: 71) 
Menurut Van Hamel seperti dikutip oleh Moeljatno merumuskan 
bahwa strafbaar feit adala kelakuan orang (menselijke getraging ) yang 
dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut 
dipidana (straf waading) yang dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 
2000: 56) 
Menurut Simons merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan 
melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan 
sebagai suatu yang dapat dihukum. (1992: 127) 
 Berdasarkan beberapa pengertian mengenai tindak pidana 
(strafbaar feit) diatas, Soedarto seperti dikutip oleh Andi Hamzah  
berpandangan bahwa tidak ada yang dapat mengatakan mana yang benar 
atau mana yang lebih benar, sama benarnya dan tidak perlu 
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dipertentangkan. Perbedaan itu ada karena didasarkan pada sudut 
pandang yang berbeda.  
b. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan 
                        Ada beberapa pendapat mengenai pengertian  perzinahan : 
1)  Menurut W.J.S. Poerwodarminto  dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia  seperti dikutip oleh Djoko Prakoso     
Perzinahan berarti perbuatan zinah, sedangkan zinah itu sendiri 
berarti “ perbuatan bersetubuh yang tidak sah (misalnya: bermukah, 
bersundal, bergendak dan lain-lain) ”. 
                2)  Menurut S.R. Sianturi seperti dikutip oleh Djoko Prakoso 
Perzinahan itu mutlak harus terjadi persetubuhan, sedangkan 
persetubuhan adalah bersatunya tubuh seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan, dimana pihak laki-laki mengeluarkan sperma 
dalam batas kewajaran.  
                3)  Menurut Hukum Islam 
Dalam Al Quran Surat Annisa Ayat (24)  yang artinya “ Dan 
(diharamkan juga atas kamu mengawini) perempuan yang bersuami 
(yang demikin itu) telah dituliskan Allah atas kamu dan dihalalkan 
bagimu mengawini perempuan-perempuan yang lain dari pada itu, 
jika kamu mencari perempuan dengan hartamu (mas kawin) serta 
beristri dengan dia, bukan untuk berbuat jahat (zinah) ” 
Konsep tentang tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam 
berbeda dengan sistem hukum barat karena dalam hukum Islam 
setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zinah, baik yang 
dilakukan oleh orang yang berkeluarga maupun yang belum 
berkeluarga meskipun dilakukan dengan rela sama rela tetap 
merupakan tindak pidana. Konsep syariat ini untuk mencegah 
menyebarluasnya kacabulan dan kerusakan akhlaq serta untuk 
menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya 
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mengorbankan kepentingan perorangan tetapi juga kepentingan 
masyarakat. 
                4)  Menurut Hukum Adat 
Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan 
perkawinan yang sah adalah perbuatan zinah yang disebut juga 
“sumbang”. Hukum adat tidak sebagaimana hukum pidana barat 
yang menbedakan antara orang yang sudah kawin atau yang belum 
kawin sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 284 KUHP. Jadi baik 
yang sudah kawin atau belum kawin, jika ada ikatan perkawinan 
yang sah maka dilarang terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan 
perempuan dan jika sampai terjadinya harus dihukum, berat 
ringannya hukuman tergantung hukum adat yang berlaku 
dilingkungan masyarkat adat masing-masing.  
Dari beberapa pengertian diatas bahwa pengaturan terkait 
perzinahan terdapat dalam Pasal 284 KUHP, namun di dalam KUHP 
ini tidak ada definisi mengenai perzinahan, tetapi dari bunyi Pasal 284 
KUHP tersebut dapat dapat ditarik bahwa suatu persetubuhan dapat 
dikatakan perzinahan apabila memenuhi unsur-unsur : 
Pasal 284 ayat (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan: 
Ke-1 sub a. seorang laki-laki telah nikah yang melakukan zinah. 
Padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku 
baginya; 
Unsur-unsurnya: 
  Obyeknya : 1) Laki-laki yang beristeri; 
                Pelaku adalah seorang laki-laki yang sudah 
beristeri, sedangkan laki-laki yang belum 
beristeri tidak dapat melakukan perbuatan 
zinah, tetapi turut serta melakukan perbuatan 
zinah. 
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2) Berzinah. 
   Berzinah terdiri atas perbuatan persetubuhan 
antara orang yang telah menikah dan seorang 
yang bukan suaminya atau isterinya, 
persetubuhan dilakukan secara sukarela, serta 
perbuatan tersebut tidak mendapatkan 
persetujuan atau ijin dari suaminya atau 
isterinya. 
Subyeknya : 1) Diketahuinya, bahwa :       
                                                   2) Bagi laki-laki itu berlaku Pasal 27 BW. 
Pasal 27 BW yang menganut prinsip 
monogami, prinsip tersebut tidak sesuai lagi 
dengan ketentuan dalam Undang Undang 
Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan 
yang mengambil jalan tengah, dimana prinsip 
monogami dipertahankan dengan beberapa 
ketentuan yang memungkinkan berpoligami 
dengan beberapa syarat khusus (Bab I Pasal 4 
ayat (2) UU No.1 Tahun 1974) 
               Ke-1 sub b.   Seorang perempuan telah nikah yang melakukan 
zinah. 
                           Unsur-unsurnya : Perempuan yang bersuami  
                          Yaitu hanya perempuan yang sudah bersuami 
dapat melakukan perbuatan zinah, perempuan 
yang belum bersuami tidak dapat melakukan 
perbuatan zinah. 
                  Ke-2 sub a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan 
perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut 
bersalah telah nikah; 
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                           Unsur-unsurnya :  
                               Obyeknya  : 1) laki-laki; 
                           Disini hanya laki-laki saja, tidak disebut telah 
menikah, dapat disampaikan, bahwa pelaku 
hanya terbatas pada seorang laki-laki yang 
belum menikah. 
2) Yang turut melakukan zinah. 
Laki-laki yang belum menikah tidak dapat 
melakukan zinah, tetapi hanya dapat 
melakukan perbuatan turut serta melakukan 
zinah, meskipun ia melakukan segala 
perbuatan bersetubuh. 
                              Subyeknya : 1) Diketahuinya : 
               2) Bahwa yang turut bersalah itu telah bersuami.  
Laki-laki tersebut harus mengetahui bahwa 
perempuan yang bersalah telah bersuami. 
 Ke-2 sub b. Seorang perempuan tidak nikah yang turut serta 
melakukan perbuatan itu padahal diketahui 
olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah 
dan Pasal 27 BW berlaku baginya. 
     Unsur-unsurnya :  
         Obyeknya   : 1) Perempuan yang tidak bersuami; 
2) Turut melakukan perbuatan zinah; 
                              Subyeknya  : 1) Padahal diketahui, bahwa : 
2) Yang turut bersalah itu beristeri; 
3) Pasal 27 BW berlaku bagi yang turut bersalah. 
Perempuan yang belum bersuami hanya dapat 
turut serta melakukan perbuatan zinah. 
        Pasal 284 ayat (2). Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas 
pengaduan suami atau isteri yang tercemar, 
dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 
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BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan 
permintaan bercerai atau pisah meja dan 
tempat tidur, karena alasan itu juga. 
                Ayat kedua ini menentukan, bahwa kejahatan tersebut dalam 
ayat kesatu tergolong delik aduan absolut atau mutlak yang 
penuntutannya selalu dibutuhkan pengaduan dari pihak suami atau 
isteri pezinah. 
            Disamping syarat pengaduan ini, terhadap syarat-syarat penuntutan 
lain : 
             a) Pengaduan harus disusul dengan pengajuan permintaan  
1) Cerai ; atau 
2) Dibebaskan dari kewajiban berdiam serumah 
3) Atas dasar perbuatan zinah. 
             b) Pengaduan harus disusul oleh suami atau isteri, terhadap siapa 
berlaku Pasal 27 BW, dengan pengajuan permintaan : 
1) Cerai; atau 
2) Dibebaskan dari kewajiban berdiam serumah berdasarkan 
perbuatan yang sama (perbuatan zinah tersebut), dalam 
jangka waktu tiga bulan sejak hari pengajuan pengaduan. 
        Pasal 284 ayat (3). Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 
73, dan   75. 
     Ayat ketiga ini menetapkan, bahwa ketentuan-ketentuan dalam : 
1) Pasal 72 dan 73 mengenai orang-orang yang berwenang 
mengajukan pengaduan. 
2) Pasal 75 mengenai penarikan kembali pengaduan dalam jangka 
waktu tertentu, tidak berlaku bagi kejahatan dalam ayat kesatu. 
         Pasal 284 ayat (4). Pengaduan dapat ditarik kembali selama 
pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum 
dimulai. 
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                       Ayat keempat ini menetapkan bahwa penarikan kembali 
pengaduan dapat dilakukan selama belum dimulai pemeriksaan 
dimuka sidang pengadilan. Ketentuan ini sebagai pengganti 
ketentuan Pasal 75 KUHP, yang menurut ayat ketiga tidak dapat 
diberlakukan lagi untuk pengaduan terhadap kejahatan tersebut 
dalam ayat kesatu. 
        Pasal 284 ayat (5). Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, 
pengaduan tidak diindahkan selama 
pernikahan belum diputuskan karena 
perceraian atau sebelum keputusan yang 
menyatakan pisah meja dan tempat tidur 
menjadi tetap. 
                     Ayat kelima ini memuat ketentuan bahwa pengaduan oleh 
suami-isteri yang diberlakukan Pasal 27 BW, tidak diindahkan atau 
diperhatikan selama : 
1) Perceraian antara suami-isteri belum diputuskan 
2) Keputusan yang membebaskan suami-isteri dari kewajiban 
berdiam serumah. 
3) Keputusan-keputusan ini sudah menjadi tetap atau tidak dapat 
diubah lagi. 
Tindak pidana perzinahan menurut Pasal 284 ayat (1) KUHP 
merupakan suatu “ opzettleijk delict ” atau suatu tindak pidana yang 
harus dilakukan dengan “sengaja”. Itu berarti harus ada unsur 
kesengajaan dan unsur tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku agar 
ia dinyatakan terbukti telah melakukan kesengajaan dalam melakukan 
tindak pidana perzinahan. Jika unsur kesengajaan dalam bentuk 
kehendak atau maksud untuk melakukan perzinahan, apabila pada diri 
pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan maka hakim akan memberikan 
putusan “ bebas ”  dari segala tuntutan hukum atau “ ontslag van 
rechtvervolging ” bagi pelaku. 
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Dalam rumusan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan angka 2 
huruf b KUHP mensyaratkan ada “pengetahuan” pada pelaku yaitu 
bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW itu berlaku bagi laki-
laki dengan siapa seorang pelaku perempuan itu telah melakukan 
perzinahan. Jika disidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, 
” pengetahuan ” tentang berlakunya ketentuan yang diatur Pasal 27 
BW tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim, 
maka hakim harus memberikan putusan “ bebas ” atau “ vrijspraak ” 
bagi pelaku. 
Maka dari bunyi Pasal 284 KUHP dapat ditarik kesimpulan 
bahwa hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang 
dapat disebut pezinah. Jika patnernya belum menikah maka ia turut 
serta melakukan zinah dan perzinahan ini merupakan delik aduan 
absolut atau mutlak, yang artinya kita baru akan berbicara tentang 
adanya suatu tindak pidana, jika pengaduan diajukan, sedangkan yang 
berhak mengajukan pengaduan hanyalah suami atau isteri dari pezinah 
saja, yang diadukan adalah suaminya atau isterinya yang melakukan 
perzinahan. 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaku Tindak Pidana 
Perzinahan 
Laki-laki atau perempuan 
telah menikah ( Pasal 284 ayat (1) 
ke-1 sub a dan sub b KUHP ) 
Pertimbangan Hakim 
Laki-laki atau perempuan 
( Pasal 284  ayat (1) ke- 2 
sub a dan sub b KUHP ) 
Pengaduan dari laki-laki atau 
perempuan yang telah menikah  
( Pasal 284 ayat (2) KUHP ) 
Alat-alat bukti 
( Pasal 184 ayat (1) KUHAP ) 
Faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
Tidak sesuai dengan 
KUHP 
Putusan Hakim 
( Pasal 1 butir 11 KUHAP ) 
Sesuai dengan 
KUHP 
( Pasal 284 ayat (1) KUHP ) 
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Keterangan dari bagan kerangka pemikiran 
 Dalam penegakan hukum pidana terutama mengenai delik atau 
tindak pidana pezinahan akan sangat erat hubungannya dengan pemberian 
pidana. Pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk 
memberikan efek jera kepada para pelaku supaya tidak mengulangi lagi, 
memberi rasa aman serta untuk mengembalikan ketertiban dalam 
masyarakat. Sama halnya dengan pelaku tindak pidana perzinahan baru 
akan diproses apabila ada pengaduan  dari pihak laki-laki atau perempuan 
yang telah menikah yang dirugikan oleh suaminya atau isterinya karena 
melakukan perzinahan dengan pihak lain. Hakim akan memeriksa, 
mengadili dan memberikan putusan, terhadap pelaku tindak pidana dengan 
mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada maupun fakta-fakta yang 
terbukti di dalam persidangan. 
 Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku harus 
sesuai dengan kaidah hukum yaitu KUHP. Apabila dalam pelaksanaanya 
tersebut tidak sesuai maka harus dicari faktor-faktor  apa saja yang 
mempengaruhi putusan hakim  terhadap para pelaku  perzinahan. Untuk 
itu sebagi Negara yang menjunjung tinggi hukum dan moral masyarakat, 
maka harus betul-betul secara serius memperhatikannya. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan 
oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 
Pengadilan Negeri Surakarta dalam menangani perkara tindak pidana 
perzinahan pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan tindak pidana biasa 
lainnya. Hal yang membedakan dengan tindak pidana lainnya adalah bahwa 
pada tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak 
yang penuntutannya selalu dibutuhkan adanya pengaduan dari pihak suami 
atau isteri dari pelaku perzinahan dan acara pemeriksaannyapun dilakukan 
secara tertutup karena tindak pidana perzinahan merupakan delik kesusilaan. 
Pelaku tindak pidana perzinahan tidak hanya seorang saja, akan tetapi 
pelakunya suami atau isteri dengan kawannya berzinah. Jika kawannya belum 
menikah maka ia dikatakan turut melakukan perzinahan. Putusan hakim dalam 
perkara tindak pidana perzinahan merupakan putusan yang menentukan nasib 
dan masa depan para pelakunya. Tujuan dari putusan yang dijatuhkan oleh 
hakim berupa pemidanaan tidak semata untuk balas dendam atas suatu 
perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku, akan tetapi untuk 
memberikan efek jera kepada para pelaku supaya tidak mengulangi 
perbuatannya dan memberi rasa aman serta untuk mengembalikan ketertiban 
di dalam masyarakat. 
Di dalam penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri 
Surakarta terdapat satu perkara mengenai tindak pidana perzinahan yang 
diadukan oleh Mujianto (28 tahun) yang bertempat tinggal di Kp. Jageran RT 
01 RW 05, Kal. Ketelan, Kec. Banjarsari, Surakarta yang diadukan pada 
tanggal 8 Mei 1990 kepada Kapolsekta Kec. Banjarsari atas perbuatan zinah 
yang dilakukan oleh isterinya yang bernama Sumirah binti Kartopawiro (24 
Tahun) dengan Subur Santoso bin Sudarto (23 tahun) seorang mahasiswa 
Unisri Surakarta yang bertempat tinggal di Kp. Jageran RT 01 RW 05, Kal. 
Ketelan, Kec. Banjarsari, Surakarta.  
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Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis tidak dapat 
melakukan wawancara dengan hakim yang menangani dan memutus perkara 
tindak pidana perzinahan ini karena perkara ini sudah lama terjadi dan hakim 
yang menangani dan memutus perkara ini sudah tidak menjabat lagi di 
Pengadilan Negeri Surakarta 
Perkara ini diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dengan 
Putusan Nomor 23/Pidana.B/1991/Pengadilan Negeri Surakarta. Di bawah ini 
akan penulis uraikan secara lengkap mengenai putusan tersebut : 
1. Perkara tindak pidana perzinahan putusan Nomor 
23/Pidana.B/1991/Pengadilan Negeri Surakarta dengan terdakwa I 
Sumirah binti Kartopawiro dan terdakwa II Subur Santoso bin 
Sudarto. Para terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
       1) Terhadap terdakwa I  
Bahwa ia terdakwa Ny. Sumirah al. Sulastri binti Kartopawiro, pada 
hari Selasa tanggal 1 Mei 1990 sekitar Pukul 02.00 WIB atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 1990 di sebuah 
rumah Kp. Jageran RT 01 RW 05, Kal. Ketelan, Kec. Banjarsari, 
Kodya Surakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang 
masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta sebagai 
seorang perempuan yang telah kawin  (dengan saksi Mujianto) telah 
melakukan zinah dengan laki-laki bernama Subur Santoso bin 
Sudarto ( terdakwa II ) dengan cara setelah sama-sama mau dan 
kemaluan masing-masing terdakwa I dan terdakwa II sudah tidak 
tertutup, kemudian kemaluan terdakwa I dimasukkan kedalam 
kemaluan terdakwa II , tetapi beberapa saat kemudian diketahui oleh 
saksi Mujianto ( suami terdakwa I) ; 
 Perbuatan terdakwa sesuai dan diancam pidana sebagaimana diatur 
Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP. 
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                 2) Terhadap terdakwa II  
Bahwa ia terdakwa II Subur Santoso bin Sudarto pada waktu dan 
tempat seperti disebut dalam dakwaan terhadap terdakwa I diatas 
sebagai seorang laki-laki telah turut serta melakukan zinah dengan 
terdakwa I Ny.Sumirah al.Sulastri binti Kartopawiro yang dikatahui 
oleh terdakwa II Subur Santoso bin Sudarto bahwa kawannya zinah ( 
terdakwa I Ny.Sumirah al.Sulastri binti kartopawiro) itu telah kawin, 
dengan cara setelah sama-sama mau dan kemaluan mereka sudah 
tidak tertutup, kemaluan terdakwa II dimasukkan kedalam kemaluan 
terdakwa I tetapi beberapa saat kemudian ketahuan oleh saksi 
Mujianto ( suami terdakwa I). Dalam hal melakukan perbuatan 
tersebut diatas terdakwa II telah mengetahui behwa terdakwa I telah 
kawin karena sesama kawan dan tetangga; 
Perbuatan terdakwa sesuai dan diancam pidana sebagaimana diatur 
dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Pengadilan Negeri Surakarta 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan : 
- Terdakwa I Ny.Sumirah al.Sulastri binti Kartopawiro bersalah 
melakukan tindak pidana zinah sebagaimana diatur Pasal 284 
ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP dalam dakwaan perkara ini ; 
- Terdakwa II Subur Santoso bin Sudarto bersalah melakukan 
tindak pidana turut melakukan zinah sebagaimana diatur dalam 
Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP, sebagaimana surat 
dakwaan dalam perkara ini ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ny.Sumirah al.Sulastri 
binti Kartopawiro dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) 
bulan dengan masa percobaan 2 (dua) tahun; 
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Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Subur Santoso bin 
Sudarto dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) bulan dengan 
masa percobaan 2 (dua) tahun; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- Sepotong kaos lorek hijau kuning dan sepotong celana pendek 
kolor biru dikembalikan kepada terdakwa II Subur Santoso bin 
Sudarto; 
- Sepotong sarung kotak biru kuning dan sepotong BH putih 
dikembalikan kepada terdakwa I Ny.Sumirah al.Sulastri binti 
Kartopawiro; 
- Foto copy akta kawin atas nama Ny.Sumirah dan Mujianto serta 
visum et repertum dilampirkan dalam berkas; 
4. Menyatakan supaya terdakwa I dan terdakwa II masing-masing 
membayar biaya perkara Rp 2.000,00,-( dua ribu rupiah). 
b. Alat Bukti dan Barang Bukti 
Alat bukti dalam tindak pidana perzinahan ini adalah : 
1) Keterangan saksi, yaitu : 
a) Saksi I Mujianto 
 - Saksi adalah suami sah dari terdakwa I (Ny.Sumirah binti 
Kartopawiro) yang menikah pada tanggal 2 Agustus 1984 dengan 
surat nikah Nomor 405/7/1984 tertanggal 8 Agustus 1984; 
- Saksi tinggal serumah dengan isterinya (terdakwa I) Kp. Jageran 
RT 01 RW 05, Kal. Ketelan, Kec. Banjarsari, Surakarta; 
- Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 1 Mei 1990 Jam 02.00 
WIB melihat dengan mata kepala sendiri bersama saksi II Sanjoyo 
isterinya (terdakwa I) berbuat zinah dengan Subur Santoso bin 
Sudarto (terdakwa II) dirumah terdakwa I tersebut diatas; 
- Malam itu sebelum kejadian saksi bermain dirumah tetangga 
bersama teman dan pada waktu saksi mau pulang saksi melihat 
terdakwa II berada didepan rumah saksi; 
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- Lalu saksi curiga kemudian diintip dari kamar mandi umum. 
Terdakwa II lalu ketuk-ketuk pintu lalu akhirnya pintu dibukakan 
oleh terdakwa I dan kemudian terdakwa II masuk rumah; 
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah pak RT (saksi II) mengajak 
pak RT untuk menjadi saksi; 
- Setelah saksi bersama pak RT sampai dirumah saksi tersebut pintu 
didobrak oleh saksi dan saksi melihat bahwa terdakwa I dan 
terdakwa II sedang melakukan persetubuhan; 
- Bahwa waktu itu terdakwa II hanya mengenakan kaos dan celana 
kolor yang diturunkan kebawah sedangkan terdakwa I hanya 
mengenakan BH dan kain sarung yang disibakkan keatas; 
- Bahwa posisi terdakwa II berdiri sedangkan terdakwa I tidur 
telentang; 
- Bahwa setelah kejadian itu saksi bersama dengan pak RT langsung 
membawa terdakwa II dilaporkan kepada orang tuanya; 
- Bahwa oleh karena tanggapan orang tua terdakwa II atas kejadian 
ini hanya diam saja, maka saksi terpaksa melaporkan kejadian ini 
kepada polisi sehingga terjadi perkara ini. 
b) Saksi II Sanjoyo 
- Bahwa saksi mengenal baik kepada terdakwa I maupun kepada 
terdakwa II karena keduanya adalah penduduk wilayah RT yang 
diketuainya; 
- Bahwa saksi membenarkan antara saksi I dan terdakwa I adalah 
suami isteri dan benar sudah ada surat nikahnya; 
- Saksi mengetahui hubungan antara terdakwa I dengan terdakwa II 
hanya sebagai teman biasa; 
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 1 Mei 1990 sekitar pukul 
02.00 WIB saksi dibangunkan oleh saksi I dan melaporkan bahwa 
isterinya berbuat zinah dengan terdakwa II dirumahnya dan saksi I 
mohon agar saksi mau diajak supaya menjadi saksi atas kejadian 
tersebut; 
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- Bahwa benar saksi mau diajak saksi I kerumahnya asalkan jangan 
emosi dan bisa diselesaikan dengan baik; 
- Bahwa benar setelah sampai dirumah saksi I, saksi I langsung 
mendobrak pintu rumahnya dan bersamaan dengan itu saksi I 
masuk kerumah tersebut dan diikuti oleh saksi; 
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I dan terdakwa II berada dalam 
rumah tersebut; 
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa I dalam posisi tidur hanya 
memakai BH dan kain sarung yang disingkapkan keatas sedangkan 
terdakwa II posisinya berdiri dengan mengenakan kaos dan celana 
pendek yang sedang dinaikkan keatas; 
- Bahwa benar kemudian saksi I marah dan langsung memukul 
kepada terdakwa II dengan disertai kata-kata : kamu menghina 
saya ya; 
- Bahwa setelah itu terdakwa II langsung dibawa kerumah orang 
tuanya dan saksi I meminta agar orang tua terdakwa II bertanggung 
jawab terhadap masalah ini dan terdakwa II mau mengawini 
terdakwa I ; 
- Bahwa atas permintaan saksi I tersebut terdakwa II tidak mau 
mengawini terdakwa I dan orang tua terdakwa II juga bersikap 
diam saja; 
- Bahwa oleh karena itu saksi I langsung melaporkan kejadian ini 
kepada polisi. 
 
2) Keterangan terdakwa, yaitu : 
a) Terdakwa I Sumirah binti Kartopawiro 
- Bahwa terdakwa sudah tahu dan membenarkan atas dakwaan yang 
didakwakan kepada dirinya; 
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 Mei 1990 
Jam 02.00 WIB dirumah kontrakan terdakwa I; 
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- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa I sendirian dirumah karena 
suami pergi dan tidak pamit; 
- Bahwa dalam rumah tersebut tidak ada pintu hanya dibatasi dengan 
kain korden sehingga bila pintu depan terbuka maka kamar tidur 
kelihatan dari luar; 
- Bahwa benar malam itu ia mulai tidur Jam 08.00 malam, kemudian 
saya terbangun karena mendengar pintu rumah saya diketuk dari 
luar; 
- Saya kira suami saya yang pulang, pintu lalu saya buka ternyata 
yang mengetuk pintu adalah Subur Santoso lalu saya bilang jangan 
ganggu saya; 
- Bahwa Subur Santoso hanya diam saja dan langsung masuk 
kemudian pintu ditutup dari dalam oleh Subur Santoso; 
- Saya berdiri dekat dinding, lalu Subur Santoso sambil menghampiri 
dan menarik tangan saya menuju ke tempat tidur dan merebahkan 
saya di tempat tidur tersebut; 
- Bahwa waktu itu terdakwa I hanya mengenakan BH dan kain 
sarung tidur telentang dengan kaki masih menggantung dibawah 
tempat tidur; 
- Bahwa Subur Santoso lalu melepas celana pendek berdiri agak 
jongkok menggapit kaki terdakwa I, sedang kain sarung yang 
dikenakan terdakwa I sudah disingkapkan keatas sehingga 
kemaluan terdakwa I maupun terdakwa II sudah tidak tertutup lagi; 
- Dalam keadaan demikian kemaluan Subur Santoso lalu dimasukkan 
kedalam kemaluan terdakwa I; 
- Bahwa kemaluan Subur Santoso hanya sebagian masuk kedalam 
kemaluan terdakwa I, baru akan diteruskan pintu sudah didobrak 
dari luar dan masuklah saksi I Mujianto dan saksi II Sanjoyo 
kemudian langsung kemaluan Subur Santoso dicabut dari 
kemaluan terdakwa I; 
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- Bahwa pada saat itu kemaluan saya masih terbuka dan Subur 
Santoso baru akan menaikkan celana pendeknya; 
- Bahwa benar diantara mereka dalam melakukan persetubuhan 
sama-sama mau dan tidak ada paksaan; 
- Bahwa benar Setelah itu Subur Santoso dibawa oleh saksi I dan 
saksi II kerumah orang tuanya, akan tetapi apa yang dibicarakan 
terdakwa I tidak tahu; 
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa I mendengar bahwa suaminya 
saksi I mempunyai wanita simpanan lagi; 
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan 
kepersidangan. 
b) Terdakwa II Subur Santoso 
- Bahwa terdakwa II sudah tahu dan membenarkan dakwaan 
Penuntut Umum; 
- Bahwa benar peristiwa perzinahan itu terjadi pada tanggal 1 Mei 
1990 Jam 02.00 WIB dirumah terdakwa I Kp. Jageran RT 01 RW 
05, Kal. Ketelan, Kec. Banjarsari, Surakarta; 
- Bahwa benar terdakwa II sudah tahu bahwa terdakwa I sudah 
bersuami yaitu saksi I Mujianto; 
- Bahwa benar pada waktu itu tanggal 1 Mei 1990 pukul 02.00 WIB 
terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I lalu mengetuk pintunya 
dengan maksud untuk melakukan persetubuhan; 
- Bahwa sebelumnya terdakwa I sering menggoda terdakwa II dan 
pada waktu itu terdakwa II habis minum-minuman keras sehingga 
terdakwa II ingat masa lalu waktu bersama terdakwa I masih 
bekerja di Gunung Pare; 
- Bahwa setelah pintu dibukakan oleh terdakwa I, maka terdakwa II 
lalu masuk kemudian pintu ditutup dan dikunci dari dalam oleh 
terdakwa II; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa I ditidurkan oleh terdakwa II dengan 
kaki masing menggantung dibawah tempat tidur; 
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- Bahwa waktu itu terdakwa I hanya mengenakan BH dan sarung 
tidak pakai celana dalam sedangkan terdakwa II hanya 
mengenakan celana pendek dan kaos sejak sore harinya; 
- Bahwa kemudian sarung terdakwa I dibuka bersama dan celana 
pendek terdakwa II diturunkan sehingga kemaluan mereka berdua 
terbuka tidak tertutup lagi; 
- Bahwa selanjutnya kamaluan terdakwa II dipegang dan 
dimasukkan kedalam kemaluan terdakwa I oleh terdakwa II; 
- Bahwa kemaluan terdakwa II baru dimasukkan sebagian kedalam 
kemaluan terdakwa I, pintu langsung terbuka dan masuklah suami 
terdakwa I dan pak RT; 
- Bahwa pada saat didobrak langsung kemaluan terdakwa II dilepas 
dan buru-buru mengenakan celana pendek lagi sedangkan 
terdakwa II langsung menutupi tubuhnya dengan kain sarung; 
- Bahwa benar setelah itu suami terdakwa I marah kepada terdakwa 
II; 
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa I dan terdakwa II pernah 
bersetubuh di Colomadu; 
- Bahwa karena suaminya jarang pulang maka terdakwa I sering 
menggoda terdakwa II dan sering menyuruh terdakwa II untuk 
datang ke Colomadu; 
- Bahwa sebelumnya memang terdakwa I ini bekerja di Gunung Pare 
sesuai dengan profesinya; 
- Bahwa waktu persetubuhan di Colomadu terdakwa I dikasih uang 
oleh terdakwa II Rp 5.000,00 dan menurut rencananya setelah 
persetubuhan dilakukan seperti tersebut diatas terdakwa I juga akan 
dikasih uang Rp 5.000,00; 
- Bahwa benar setelah kejadian itu suami terdakwa I melaporkannya 
kepada polisi hingga terjadi perkara ini; 
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan 
kemuka persidangan. 
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3) Alat bukti surat  
  Alat bukti surat dalam tindak pidana perzinahan ini adalah : 
a) Foto copy Akta nikah atas nama Ny.Sumirah binti Kartopawiro dan 
Mujianto yang menikah pada tanggal 2 Agustus 1984 dengan surat 
nikah Nomor 405/7/1984 tertanggal 8 Agustus 1984. 
b) Visum et Repertum oleh dokter Dalono, dokter Negeri pada Rumah 
Sakit Dokter Moewardi di Surakarta, dalam menjalankan tugas 
sebagai dokter jaga, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 1990 
telah memeriksa seorang perempuan yang bernama Ny.Sumirah 
umur kira-kira 24 tahun dan bertempat tinggal di Jageran RT 01 
RW 05, Ketelan, Banjarsari, Surakarta. Pendapatan pada 
pemeriksaan bahwa Ny.Sumirah datang dalam keadaan sadar 
penuh, diantar oleh polisi dan suaminya, kondisi baik, status gizi 
baik, tidak tampak kesakitan, tidak didapatkan luka baru maupun 
luka lama, pada daerah kamaluan luar tidak didapatkan tanda-tanda 
ruda paksa, pada daerah kemaluan dalam: 
(1) Dari liang senggama tidak keluar apa-apa; 
(2) Selaput dara tidak utuh, sudah robek sampai dasar merupakan 
robekan lama pada jam 6, 9, 12, 3; 
(3) Rahim sel telur ayam, menekuk kebelakang. 
Laboratorium : Sperma tidak diketemukan. 
Kesimpulan hasil diagnosis bahwa selaput dara sudah robek lama, 
bentuk tidak teratur dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. 
Barang bukti dalam tindak pidana perzinahan ini adalah : 
1) Sepotong kaos lorek hijau kuning dan sepotong celana pendek kolor 
biru dikembalikan kepada terdakwa II Subur Santoso bin Sudarto; 
2) Sepotong sarung kotak biru kuning dan sepotong BH putih 
dikembalikan kepada terdakwa I Ny.Sumirah binti Kartopawiro. 
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c. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan terhadap 
terdakwa I Sumirah binti Kartopawiro dan terdakwa II Subur Santoso 
bin Sudarto yaitu : 
1) Pertimbangan hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang ada di 
dalam persidangan yaitu tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan 
saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti; 
2) Pertimbangan hakim secara yuridis dengan terpenuhinya unsur-unsur 
pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa I yaitu Pasal 284 ayat (1) 
ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
a) Seorang perempuan telah kawin; 
b) Melakukan zinah. 
Setelah Majelis Hakim memeriksa surat nikah yang diajukan 
dalam persidangan yang foto copynya terlampir dalam berkas (Akta 
Nikah Nomor 405/7/1984 tertanggal 8 Agustus 1984) bahwa 
terdakwa I telah kawin dengan saksi I Mujianto pada tanggal 2 
Agustus 1984, maka terbuktilah bahwa antara terdakwa I dengan 
Mujianto adalah suami isteri yang sah, sedangkan yang dimaksud 
dengan zinah adalah melakukan persetubuhan yang dilakukan diluar 
perkawinan baik salah satu atau keduanya laki-laki dan perempuan 
tersebut dalam status perkawinan. 
Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan saksi I Mujianto dan 
saksi II Sanjoyo melihat bahwa terdakwa II sementara memasukkan 
kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa I yang sementara 
telentang ditempat tidur dirumahnya pada tanggal 1 Mei 1990 sekitar 
jam 02.00 WIB. Hal itu telah diakui oleh terdakwa I dan terdakwa II, 
sedangkan terdakwa I masih berstatus perkawinan dengan saksi I 
Mujianto, maka terpenuhilah secara sah bahwa perbuatan terdakwa 
telah memenuhi unsur ke-1 sekaligus unsur ke-2, sekalipun para 
terdakwa beragama Islam, namun dengan berlakunya UU No.1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perbuatan para terdakwa 
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tidak terikat dengan adanya syarat Pasal 27 BW. Oleh karena semua 
unsur telah terpenuhi maka terdakwa I dinyatakan bersalah terhadap 
dakwaan yang didakwakan kepadanya harus dijatuhi hukuman. 
Unsur-unsur pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa II yaitu 
Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah : 
a) Seorang laki-laki; 
b) Yang turut serta melakukan perbuatan itu. 
Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa II 
dipersidangan maka terbuktilah bahwa terdakwa II jenis kelaminnya 
adalah laki-laki, maka terpenuhilah unsur ke-1, sedangkan yang 
dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan itu ialah 
melakukan perbuatan bersama-sama, dimana perbuatan tersebut 
dilakukan oleh paling sedikit dua orang dan keduanya harus 
melakukan perbuatan pelaksanaan. 
Apakah perbuatan terdakwa II tersebut dapat memenuhi unsur 
ke-2, berikut fakta-fakta yang ada di dalam persidangan : 
- Bahwa terdakwa II mengetahui dan sesuai bukti surat nikah 
bahwa terdakwa I adalah isteri yang sah dari saksi I Mujianto; 
- Bahwa saksi I Mujianto dan saksi II Sanjoyo melihat pada waktu 
terdakwa II memasukkan kemaluannya ke kemaluan terdakwa I 
dirumahnya diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang 
keduanya; 
- Bahwa terdakwa II mengakui mengakui melakukan perbuatan 
tersebut, demikian juga terdakwa I. 
Karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa II harus 
dinyatakan bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya, 
dan terdakwa harus dipidana. 
3) Pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa I dan terdakwa II, yaitu : 
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- Hal-hal yang memberatkan terdakwa I adalah : 
   a) Bahwa terdakwa I sudah bersuami. 
   b) Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan asusila. 
- Hal-hal yang memberatkan terdakwa II adalah : 
  a) Bahwa terdakwa sebelumnya kenal baik dengan suami terdakwa 
I. 
  b) Bahwa terdakwa hanya memenuhi hawa nafsu, sehingga 
merusak rumah tangga orang lain. 
- Hal-hal yang meringankan terdakwa I dan terdakwa II adalah : 
  a) Bahwa terdakwa I dan terdakwa II belum pernah dihukum. 
  b) Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berterus terang sehingga tidak 
menyulitkan pemeriksaan. 
  c) Bahwa para terdakwa masih muda, diharapkan setelah menjalani 
hukuman akan kembali lagi menjadi warga masyarakat yang 
baik. 
d.  Putusan Hakim 
Majelis Hakim dalam dalam hal ini memberikan putusan kepada 
terdakwa I Sumirah binti Kartopawiro dan terdakwa II Subur Santoso 
bin Sudarto berupa : 
1. Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa I Ny.Sumirah al.Sulastri 
binti Kartopawiro yang identitasnya seperti tersebut diatas telah 
terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan hakim melakukan 
tindak pidana zinah dan terdakwa II Subur Santoso bin Sudarto yang 
identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut 
hukum dan keyakinan hakim melakukan tindak pidana turut serta 
melakukan zinah. 
2. Menghukum terdakwa I dan terdakwa II tersebut masing-masing 
dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 
selama 2 (dua) tahun. 
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3. Menetapkan barang bukti berupa : 
- Sepotong kaos lorek hijau kuning dan sepotong celana pendek 
kolor biru dikembalikan kepada terdakwa II Subur Santoso bin 
Sudarto; 
- Sepotong sarung kotak biru kuning dan sepotong BH putih 
dikembalikan kepada terdakwa I Sumirah  binti Kartopawiro; 
- Foto copy akta kawin atas nama Sumirah dan Mujianto serta 
visum et repertum dilampirkan dalam berkas; 
4. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa 
tersebut sebesar Rp 1.000,00 ( seribu rupiah ). 
2. Pembahasan 
 Penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan 
oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta ialah pengaduan dari saksi I 
Mujianto terhadap isterinya yang bernama Sumirah binti Kartopawiro 
(terdakwa I) yang telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan Subur 
Santoso bin Sudarto (terdakwa II) dimana hakim menjatuhkan sanksi 
pidana yang sama kepada para pelaku yaitu berupa pidana penjara selama 
8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Penjatuhan 
sanksi pidana berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan masa 
percobaan 2 (dua) tahun berarti bahwa apabila selama 2 (dua) tahun masa 
percobaan para terdakwa tidak melakukan tindak pidana jenis apapun, 
maka ia tidak perlu menjalani hukuman penjara  8 (delapan) bulan, namun 
apabila dalam masa percobaan 2 (dua) tahun para terdakwa melakukan 
tindak pidana jenis apapun, maka ia harus menjalani pidana penjara 
selama 8 (delapan) bulan dan setelah pidana penjara  yang ia jalani selesai, 
maka ia akan diproses atas tindak pidana yang ia lakukan pada saat masa 
percobaan berlangsung. 
Menurut pendapat penulis penerapan pemidanaan terhadap pelaku 
tindak pidana perzinahan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta masih 
sangat ringan atau tidak sesuai dengan perbuatan zinah yang dilakukan 
oleh para terdakwa dan seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimum 
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berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan sesuai dengan ancaman 
pidana yang ada di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Alasan-alasan penulis 
mengemukakan pendapat ini adalah : 
a. Para pelaku mengetahui dan membenarkan surat dakwaan dari Jaksa 
Penuntut Umum seperti yang penulis uraikan diatas. 
b. Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam sidang 
pengadilan sudah cukup memadai untuk membuktikan kesalahan para 
terdakwa yaitu paling sedikit dua alat bukti yang sah dan antara alat 
bukti satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian. Alat bukti yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah : 
1. Keterangan saksi, yaitu saksi I Mujianto dan saksi II Sanjoyo yang 
keduanya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Mei 1990 jam 02.00 
WIB, saksi I dan saksi II melihat dengan mata kepala sendiri  
perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh isteri saksi I Sumirah 
binti kartopawiro (terdakwa I) dengan Subur Santoso bin Sudarto 
(terdakwa II) dirumah saksi I. 
2. Alat bukti surat berupa foto copy akta nikah atas nama Sumirah 
binti Kartopawiro dan Mujianto yang menikah pada tanggal 2 
Agustus 1990 dengan Akta Nikah Nomor 405/7/1990 tertanggal 8 
Agustus 1990 dan hasil visum et repertum seperti yang penulis 
uraikan diatas. 
c. Keterangan terdakwa, yaitu terdakwa I Sumirah binti Kartopawiro dan 
terdakwa II Subur Santoso bin Sudarto yang mengakui bahwa mereka 
telah melakukan perzinahan pada tanggal 1 Mei 1990 jam 02.00 WIB 
dirumah saksi I. 
d. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 
perbuatan yang kedua kalinya, dimana sebelumnya para terdakwa 
sudah pernah melakukan persetubuhan di Gunung Pare, Colomadu. 
e. Latar belakang atau masa lalu kehidupan terdakwa I yang buruk, 
dimana sebelum menikah dengan saksi I Mujianto terdakwa I pernah 
bekerja menjadi Wanita Tuna Susila di Gunung Pare, Colomadu. 
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f. Terdakwa II Subur Santoso bin Sudarto adalah seorang mahasiswa di 
salah satu Perguruan Tinggi swasta di Surakarta yang seharusnya 
memiliki budi pekerti dan moral yang baik sebagai generasi harapan 
bangsa tetapi malah melakukan tindakan kotor dan tidak terpuji yaitu 
melakukan perzinahan dengan isteri orang lain dan minum-minuman 
keras. 
g. Tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh para terdakwa 
merupakan tindakan yang dilarang keras oleh hukum agama maupun 
hukum adat karena merupakan tindakan biadab yang tidak sesuai 
dengan nilai-nilai agama maupun nilai-nilai yang hidup di dalam 
masyarakat. 
h. Tindak pidana perzinahan ini merupakan penodaan dari kesucian suatu 
perkawinan dan pengkhianatan terhadap pasangannya yaitu Mujianto 
yang harus menanggung malu akibat perbuatan zina yang dilakukan 
oleh isterinya. 
i. Tindak pidana perzinahan merupakan penyakit kotor dalam masyarakat 
yang harus diberantas dan apabila para pelakunya tidak dihukum berat 
sesuai dengan perbuatanya, maka dapat timbul pengadilan massa 
sebagai reaksi keras dari penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan 
perbuatan yang dilakukan. 
j. Tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh para pelaku telah 
terbukti sah menurut hukum dan keyakinan hakim. 
Dari uraian penulis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hal-
hal yang memberatkan para terdakwa jauh lebih banyak jika dibandingkan 
dengan hal-hal yang meringankan para terdakwa, sehingga seharusnya 
hakim menjatuhkan pidana maksimum kepada para terdakwa yaitu pidana 
penjara 9 (sembilan) bulan penjara karena ini adil bagi semua pihak dan 
setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, jika tidak 
kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga peradilan dapat hilang karena 
tempat dimana masyarakat ingin mendapatkan keadilan tidak terpenuhi. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih menguntungkan para terdakwa 
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dibandingkan keadilan bagi banyak pihak yaitu suami terdakwa dan 
masyarakat luas yang yang jauh lebih sakit dan malu akibat tindak pidana 
perzinahan yang dilakukan oleh para pelaku. 
Menilik pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa, 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa berupa dakwaan 
tunggal tanpa adanya alternatif dakwaan lain, seharusnya dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum tidak tunggal sehingga jika dakwaan pertama tidak 
terbukti atau meleset, para pelaku dapat dijerat dengan alternatif dakwaan 
lain sebagai antisipasi agar para pelaku tidak lolos dan dakwaan alternatif 
tersebut harus berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para 
pelaku. Di dalam dakwaan dinyatakan bahwa yang mengetahui kejadian 
tindak pidana perzinahan hanya saksi I Mujianto padahal menurut 
keterangan saksi I dan para terdakwa, para terdakwa tertangkap tangan 
oleh saksi I Mujianto dan saksi II Sanjoyo selaku ketua RT setempat. 
Disini terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan tepat 
dalam menyusun dakwaanya. 
Menilik pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa, 
menurut pendapat penulis tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada para 
terdakwa lebih ringan masing-masing berupa pidana penjara 8 (delapan) 
bulan dengan masa percobaan 2 (dua) tahun jika dibandingkan dengan 
ancaman pidana yang ada di dalam Pasal 284 ayat (1) berupa pidana 
penjara 9 (sembilan) bulan. Jaksa Penuntut Umum seharusnya menuntut 
para terdakwa dengan tuntutan maksimum, dimana Jaksa Penuntut Umum 
mempunyai alat bukti yang kuat mengenai kesalahan terdakwa yaitu 
keterangan saksi (Mujianto dan Sanjoyo) dan alat bukti surat ( foto copy 
Akta nikah dan visum et repertum).     
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B. Sinkronisasi atau Persesuaian Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
dengan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Ini. 
Jika pengadilan berpendapat dan menilai para terdakwa terbukti bersalah 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan 
hukuman pidana terhadap para terdakwa atau apabila menurut pendapat dan 
penilaian pengadilan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai 
dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang 
ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Kesalahan para terdakwa telah cukup 
terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi 
keyakinan kepada hakim bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana.  
Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada para terdakwa 
tiada lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk menghukum  para 
terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang 
didakwakan. Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana 
yang akan dikenakan kepada para terdakwa adalah bebas. Undang-undang 
memberi kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman 
minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang 
bersangkutan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP, namun 
demikian titik tolak menjatuhkan pemidanaan harus didasarkan pada ancaman 
yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan, terserah pada 
penilaian hakim seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan 
kepada para terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa 
dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan. 
Apabila melihat kesalahan para terdakwa pada tindak pidana perzinahan 
ini jelas sekali bahwa kesalahan terdakwa terbukti sah menurut hukum dan 
keyakinan hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada para terdakwa 
sinkron atau sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu masing-
masing berupa pidana perjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 2 
(dua) tahun. Menurut pendapat penulis, meskipun hakim diberikan kebebasan 
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untuk menjatuhkan berat ringannya pidana, tetapi kalau melihat tindak pidana 
perzinahan ini yang telah terbukti sah dan meyakinkan, hakim juga harus 
mempertimbangkan bahwa keadilan ini bukan hanya kepada para pelaku 
tindak pidana perzinahan saja tetapi keadilan bagi suami pelaku dan juga 
masyarakat luas, maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimum 
berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan tidak mengikuti tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum. Hakim harus berani mengambil keputusan demi 
keadilan pada semua pihak dan setimpal dengan apa yang dilakukan oleh para 
terdakwa sehingga dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para 
pelaku maupun masyarakat luas untuk berpikir ulang sebelum melakukan 
tindak pidana apapun juga, khususnya mengenai tindak pidana perzinahan ini 
dan tujuan murni dari hukum akan dapat tercapai. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri 
Surakarta, dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
     1. Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan oleh 
Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 
Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta 
ternyata kasus tindak pidana perzinahan jarang sekali terjadi dimana hanya 
terdapat satu kasus di tahun 1990. Penjatuhan sanksi pidana terhadap para 
pelaku tindak pidana perzinahan pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan 
perkara biasa lainnya, hal yang membedakan adalah bahwa tindak pidana 
perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang penuntutannya 
selalu dibutuhkan adanya pengaduan dari pihak suami atau isteri dari pelaku 
perzinahan dan acara pemeriksaannya dilakukan secara tertutup karena 
tindak pidana perzinahan merupakan delik kesusilaan. Di dalam melakukan 
penelitian penulis tidak dapat melakukan wawancara dengan hakim yang 
menangani dan memutus perkara ini karena sudah tidak menjabat lagi di 
Pengadilan Negeri Surakarta. 
Penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan oleh 
hakim Pengadilan Negeri Surakarta masih sangat ringan atau tidak sesuai 
dengan perbuatan zinah yang dilakukan oleh para terdakwa dan seharusnya 
hakim menjatuhkan pidana maksimum berupa pidana penjara selama 9 
(sembilan) bulan sesuai dengan ancaman pidana yang ada di dalam Pasal 
284 ayat (1) KUHP. Penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa I 
Sumirah binti Kartopawiro dan terdakwa II Subur Santoso bin Sudarto 
masing-masing berupa pidana perjara 8 (delapan) bulan dengan masa 
percobaan 2 (dua) tahun masih sangat ringan jika dibandingkan dengan 
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tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh para terdakwa. Penjatuhan 
pidana tersebut belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para 
terdakwa dengan melihat fakta-fakta hukum dalam persidangan, keterangan 
para saksi, alat bukti surat, barang bukti, keterangan para terdakwa, 
keyakinan hakim serta hal-hal yang memberatkan para terdakwa jauh lebih 
banyak dibandingkan dengan hal-hal yang meringankan para terdakwa, 
sehingga seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimum kepada para 
terdakwa yaitu pidana penjara 9 (sembilan) bulan penjara karena ini adil 
bagi semua pihak. 
Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada para pelaku berupa 
dakwaan tunggal dirasa masing kurang dan seharusnya ada alternatif 
dakwaan lain, apabila dakwaan pertama meleset maka para pelaku dapat 
dijerat dengan dakwaan alternatif sebagai antisipasi agar para pelaku tidak 
lolos dan dakwaan alternatif tersebut harus berkaitan dengan tindak pidana 
yang dilakukan oleh para pelaku dan dalam dakwaan tersebut masih 
kurang lengkap karena yang mengetahui kejadian tindak pidana tersebut 
bukan hanya saksi I saja tetapi saksi I Mujianto dengan saksi II Sanjoyo. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa kepada para 
terdakwa lebih ringan masing-masing berupa pidana penjara 8 (delapan) 
bulan dengan masa percobaan 2 (dua) tahun jika dibandingkan dengan 
ancaman pidana yang ada di dalam Pasal 284 ayat (1) berupa pidana 
penjara 9 (sembilan) bulan. Jaksa Penuntut Umum seharusnya menuntut 
para terdakwa dengan tuntutan maksimum, dimana Jaksa Penuntut Umum 
mempunyai alat bukti yang kuat mengenai kesalahan terdakwa yaitu 
keterangan saksi (Mujianto dan Sanjoyo) dan alat bukti surat ( foto copy 
Akta nikah dan visum et repertum).     
2. Sinkronisasi atau Persesuaian Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
dengan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Ini 
Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada para terdakwa sinkron atau 
sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu masing-masing berupa 
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pidana perjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Di 
dalam menjatuhkan putusan hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan 
berat ringannya pidana, tetapi kalau melihat tindak pidana perzinahan ini yang 
telah terbukti sah dan meyakinkan, hakim juga harus mempertimbangkan 
bahwa keadilan ini bukan hanya kepada para pelaku tindak pidana perzinahan 
saja tetapi keadilan bagi suami pelaku dan juga masyarakat luas, maka 
seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimum berupa pidana penjara 
selama 9 (sembilan) bulan dan tidak mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum. Hakim harus berani mengambil keputusan demi keadilan pada semua 
pihak dan setimpal dengan apa yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga 
dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para pelaku maupun 
masyarakat luas untuk berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana 
apapun juga, khususnya mengenai tindak pidana perzinahan ini dan tujuan 
murni dari hukum akan dapat tercapai. 
B. Saran 
1. Di dalam penerapan penjatuhan pemidanaan terhadap para pelaku 
perzinahan hakim seharusnya mengacu pada aturan hukum yang ada dalam 
KUHP yaitu dengan menjatuhkan pidana maksimum kepada para pelaku 
karena perbuatan para pelaku telah terbukti sah menurut hukum dan 
keyakinan hakim serta tidak mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
karena tindak pidana perzinahan ini adalah penyakit kotor yang harus 
diberantas dan sebagai pelajaran bagi para pelaku dan masyarakat supaya 
berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana apapun. 
2. Jaksa Penuntut Umum seharusnya menuntut para pelaku perzinahan dengan 
ancaman pidana maksimum apalagi didukung dengan alat bukti yang 
cukup memadai. 
3. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan rasa keadilan bagi 
semua pihak, tidak berat sebelah sehingga tujuan murni dari hukum dapat 
memberikan keadilan bagi semua orang dapat tercapai. 
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